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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dan 2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Responden ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berjumlah minimal 96 responden wajib pajak Metode pengumpulan data meggunakan kuesioner, dengan menyebarkan 350 data dan kembali sebanyak 183 data kuesioner . Pengambilan sampel dilakukan dengan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan adanya upaya melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan petugas pajak terkait perpajakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak secara terus menerus dapat menambah pengetahuan perpajakan dan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

Abstract

This research aims to determine: 1) The Influence of Tax Knowledge on the Compliance of UMKM Taxpayers in the Playen, Gunungkidul Regency and 2) The Effect of the Quality of Fiscus Services on the Compliance Taxpayers of Small and Medium Enterprises in the Playen, Gunungkidul Regency. The research method used is quantitative research methods. Source of data used are primary and population data in this study are taxpayers of Small and Medium Enterprises in Playen, Gunungkidul Regency. Respondents were determined using the Slovin formula totaling at least 96 taxpayer respondents The data collection method used a questionnaire, by distributing 350 data and returning as many as 183 questionnaire data. Sampling is done by convenience sampling. With the efforts through socialization and training carried out by local governments and tax officials related to taxation to the public as taxpayers can continuously increase tax knowledge and encourage people to comply with their tax obligations.

Keywords: The Tax Compliance of Small and Medium Enterprises, The Tax Knowledge and The Quality of

Fiscus Service.

PENDAHULUAN


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Samman, 2015). Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 dilihat dari penerimaan perpajakan, tumbuh signifikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pemasukan kas Negara. Untuk mencapai angka yang ditargetkan dalam APBN tahun anggaran 2019, dibutuhkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dalam membayar pajak seperti self assessment, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik (Suhendro, 2018). Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti ketegasan sanksi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan fiskus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah, dkk (2017) menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang kedua oleh Wicaksana dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.  Sedangkan dalam penelitian terakhir oleh Markhumah, dkk (2019) menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Reformasi Perpajakan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari ketiga penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan. Dimana Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty sudah menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus yang ditemukan di tahun terakhir tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana pertumbuhan pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun sebelumnya dan semakin menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi Negara, diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari pelaku UMKM dapat berkontribusi dalam kenaikan jumlah pembayaran pajak di Indonesia. Meskipun demikian, peran strategis sektor UMKM tetap perlu diberi perhatian khusus dari pemerintah. Dengan demikian, pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Pajak yang selama ini dianggap sebagai urusan yang paling rumit dan menyusahkan, sudah memberikan kemudahan bagi UMKM. Kemudahan dalam bentuk tarif yang rendah, cara penghitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah, dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) dimana tarif PPh atas UMKM adalah sebesar 0,5%, terhitung sejak 1 Juli 2018. Tarif istimewa ini berlaku atas penghasilan dari usaha yang jumlah omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar selama satu tahun. 
Data penerimaan pajak tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta paling rendah adalah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 76,20% dibandingkan empat Kabupaten lainnya yang mencapai diatas 80%. Untuk itu, ditelitilah sebab akibat yang membuat Pendapatan Pajak di Kabupaten tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat atau kurangnya kontribusi pelaku UMKM yang banyak di Gunungkidul dapat mengakibatkan tidak adanya ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Mengingat bahwa UMKM adalah salah satu pendongkrak perekonomian Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan kas Negara melalui Pendapatan Pajak. Dari data pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Wonosari, jumlah UMKM terbanyak adalah di Kecamatan Playen. Banyaknya sentra industri disana membuat UMKM di daerah tersebut lebih banyak dari kecamatan yang lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan  Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. 
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Rahayu (2010), pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem pajak yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui keberadaan sistem perpajakan negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika rakyat sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. melalui proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Menurut Suparmi dalam Nugroho (2012), Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan pengertian di atas, pelayanan yang berkualitas dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan dengan berkualitasnya pelayanan dari petugas pajak seperti sikap sopan santun yang dimiliki petugas pajak, kemampuan yang kompeten serta fasilitas yang lengkap akan membuat Wajib Pajak merasa dilayani dengan baik, sehingga hal tersebut akan memotivasi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus dalam memungut pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
METODE 

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pemilihan metode kuantatif karena data penelitian berupa angka-angka, yang akan dianalisis menggunakan data statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang ada. 

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul periode 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Nonprobabilitas (Nonprobability Sampling) yakni sampel tersedia (Accidental Sampling) atau disebut juga Teknik Konvenien (convenience sampling). Orang yang dipilih sebagai anggota atau bagian dari sampel adalah siapa saja mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah ditemui atau dijangkau tanpa ada pertimbangan apapun. Penentuan sampelnya adalah dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut :
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Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti untuk tujuan studi yang lebih spesifik. Dari penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari responden individu dengan menyebarkan kuesioner kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu disebar kepada Pelaku UMKM Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Alat Analisis Data

Fenomena sosial didalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel dengan menggunakan Skala Likert. Kemudian dari indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.   

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup atau kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan menggunakan kuesioner, penulis mengajukan atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang logis dan mudah dipahami oleh responden mengenai masalah penelitian, yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Teknik analisa data yng digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi dengan bantuan Software SPSS. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisi regresi masing-masing yaitu dengan uji instrument yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Statistik deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan uji asumsi klasik yaitu dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 
Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t, dengan melihat hasil signifikansi t.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaku UMKM di Kecamatan Playen 
Berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal Slovin diatas, kita bisa menentukan minimal sampel yang akan diteliti dari populasi sebanyak 2.520 total UMKM yang ada di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dengan Margin of error yang ditetapkan adalah 10% atau 0,1.

n 
= 
2.520


     1 + 2.520 (10%)²
 

= 
2.520


   
 26,2


= 96,18

Setelah didapat hasil sampel minimal pada Margin of error 0,1 diatas, responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah paling sedikit sebanyak 96 responden. Peneliti memutuskan untuk melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 350 pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Dimana data kuesioner yang kembali ke tangan peneliti adalah sebanyak 183 dan yang hilang atau tidak kembali adalah sebanyak 167. Namun demikian, data yang diperoleh peneliti sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan hasil sampel diatas. 

Hasil Uji Kualitas Data

Dalam menguji kualitas data pada penelitian ini, menggunakan 30 responden yang merupakan mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah Perpajakan. Dimana sampel tersebut diberikan ke 30 mahasiswa yang berasal dari Kampus 1 dan Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini terdapat dua item yang dinyatakan tidak valid. Dimana  koefisien korelasi nya adalah >0,05. Sehingga, dua item tersebut tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Karena itu, jumlah item yang digunakan dalam variabel Pengetahuan Perpajakan yang dipakai adalah berjumlah 6 item yang sebelumnya ada 8 item yang merupakan pernyataan dari kuesioner adopsi. Sedangkan untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus dan variabel Kepatuhan Pajak, dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat dipakai dalam kuesioner yang akan diberikan kepada responden. 

Sedangkan untuk uji validitasnya menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel, handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 1 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,301. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas, One Sample Kolmogorov-smirnov
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	Unstandardized Residual

	N
	183

	Normal Parametersa
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	1.90268627

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.072

	
	Positive
	.072

	
	Negative
	-.055

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.972

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.301

	a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data


       (Sumber : Data Primer Tahun 2019, diolah sendiri)

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengolahan data variance inflation menunjukan bahwa nilai VIF < 10 sehingga dikategorikan bebas mulitikolinieritas artinya variabel-variabel dependen ortogonal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

	Model
	Collinearity Statistics
	Keputusan

	
	 Tolerance
	      VIF
	

	(Constant)

Pengetahuan(X1)

Kualitas(X2)
	,619

,619
	1,616

1,616
	Tidak Terjadi Multikolinieritas


a. Dependent Variable : Y

(Sumber : Data Primer Tahun 2019, olah sendiri) 

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunaka uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen (bebas) dengan nilai absolut residualnya.
Tabel 3 Hasil Uji Glejser

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized         Standardized

Coefficients               Coefficients       
	     t         Sig.

	
	 B         Std. Error           Beta
	

	1
	(Constant)         1.399            .935                                  1.497     .136

	
	Pengetahuan       .014            .045                .030              .313    .755

	
	Kualitas             -.008            .029              -.026             -.274    .785

	a. Dependent Variable: Abs_Res
	
	
	
	


(Sumber : Data Primer Tahun 2019, olah sendiri)

Berdasarkan data hasil uji glejser diatas dapat diartikan bahwa didalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, menunjukkan nilai signifikansi (Sig) variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,755 dan Kualitas Pelayanan sebesar 0,785.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh ringkasan hasil uji regresi sebagai berikut :
Tabel 4 Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

	Variabel
	Koefisien
	t-ratio
	Probability Significancy
	Hasil

	Pengetahuan Perpajakan 
	0,371
	5,259
	0,000
	Signifikan

	Kualitas Pelayanan
	0,147
	3,250
	0,001
	Signifikan

	Konstanta
	6,358
	4,366
	0,000
	Signifikan

	N
	183



(Sumber : Data primer Tahun 2019, olah sendiri)

Berdasarkan ringkasan diatas maka dapat diperoleh estimasi persamaan sebagai berikut : 

Y = 6,358 + 0,371 X1 + 0,147 X2

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 


Nilai konstanta sebesar 6,358 mengindikasikan bahwa jika variabel  independen (pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan) adalah nol maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 6,358. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X1) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Begitu juga dengan koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)  mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sikap pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin berkualitas sikap  pelayanan fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikan Parameter Individual (uji t)


Uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu memerankan variasi variabel dependen.  Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1 dan H2) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut :

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1) 

Menguji signifikansi bisa dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 10%, jika nilai thitung lebih besar dari  ttabel maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel maka korelasi tesebut tidak signifikan. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan df =n-2 yaitu 183-2= 181 sebesar 0,159. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel (5,259 > 0,159) maka terdapat korelasi yang signifikan.

Kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2) 

Menguji signifikansi bisa dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 10%, jika nilai thitung lebih besar dari ttabel maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel maka korelasi tesebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan df=n-2 yaitu 183-2=181 sebesar 0,159. Hasil uji menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel (3,250 > 0,159) maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian bahwa wajib pajak yang mengetahui kewajiban perpajakannya berguna sebagai sumber pendapatan Negara dan untuk membiayai keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mereka tidak akan ragu terhadap perkara mengenai unsur pajak yang bersifat memaksa. Mereka secara sadar diri akan patuh membayar pajak melalui sistem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan meskipun tidak secara langsung. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dengan suatu sikap patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan  wajib pajak akan tinggi.  Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya  (perceived control behavior) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin  tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat  menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian besar jawaban  responden berada pada range ketiga yaitu tinggi, adapun indikator yang menempati posisi  frekuensi tinggi dengan bunyi pernyataan “sistem pajak yang berlaku di Indonesia diatur sesuai dengan Undang-undang Perpajakan”. Artinya responden sudah mengetahu bahwa pajak yang berlaku di Idonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga responden menyadari akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator keempat dan berada pada range sedang dengan bunyi pernyataan “pengetahuan perpajakan diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.” Hal tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar responden memperoleh pengetahuan perpajakan bukan dari Pemerintah Gunungkidul, namun demikian bukan berarti pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak pernah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait Perpajakan. 

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan pelayanan yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menujukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan adanya pelayanan yang optimal dari fiskus maka akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.  Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung dari bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. oleh karena pelayanan fiskus sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian besar jawaban responden berada pada range tinggi, adapun indikator yang menempati posisi frekuensi tinggi yakni pernyataan “petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak”. Artinya responden mempercayai petugas pajak dalam menyimpan segala bentuk data dari masing-masing wajib pajak dan bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kesalahan data. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator pernyataan “Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan petugas pajak”. Artinya sebagian dari responden belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, namun bukan berarti petugas pajak tidak pernah melakukan sosialisasi perpajakan di Kabupaten Gunungkidul.  

Bias non-respon (non-respon bias)
Bias non-respon adalah kurangnya kecukupan data akibat data tidak kembali 100% ke tangan peneliti. Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebar adalah untuk 350 pelaku UMKM yang menjadi responden untuk dijadikan sebagai data yang diolah. Adapun jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 47,71% dari 350 data atau sebanyak 167 dengan alasan masyarakat sudah mengerti tentang pajak namun takut mengambil risiko. Masyarakat yang memiliki usaha tersebut mengaku setiap kali melakukan urusan tentang pajak melibatkan pihak lain misalnya dengan meminjam NPWP atas nama orang lain. Dimana NPWP orang lain itu dipakai dalam urusan seperti meminjam uang di Bank. Selain itu, yang menjadi alasan lain dari tidak kembalinya lembar kuesioner ini adalah sebagian dari mereka banyak yang memiliki pendidikan rendah karena mengaku tidak bisa membaca dan menulis. Dengan begitu, perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan pelatihan khusus kepada masyarakat yang tidak bisa baca tulis tersebut agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sampai kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang tidak baca tulis tersebut dan menyadarkan mereka untuk sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena dari data yang diperoleh, frekuensi terendah dalam pernyataan setiap responden adalah mengenai sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah dan petugas pajak. Terdapat 37,70% dari mereka menjawab netral bahkan tidak setuju bahwa pengetahuannya mengenai perpajakan diperoleh dari pemerintah daerah dan aparat pajak (fiskus).

Selain itu, 52,29% dari 350 data yang kembali ke tangan peneliti atau sebanyak 183 data yang sudah diolah memperoleh hasil yang signifikan. Pada faktor pengetahuan perpajakan ini, peneliti melihat bahwa nilai indeks terendah terdapat pada aspek dimana pengetahuan perpajakan yang diperoleh responden sebagian besar tidak berasal dari adanya sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunugkidul. 27,32% dari mereka banyak yang memilih netral bahkan tidak setuju bahwa pengetahuan perpajakan tersebut didapat karena adanya sosialisasi dari pemerintah atau petugas pajak. Untuk itu, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sehingga mereka masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional yang juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat walaupun secara tidak langsung.
KESIMPULAN

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib. Artinya semakin baik aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak atau pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Saran
Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian  untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda  seperti metode wawancara langsung. Atau melakukan penyebaran kuesioner sekaligus mewawancarai responden agar memperoleh keterbukaan informasi atas jawaban dari responden. Serta bisa menggunakan purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus atau kriteria tertentu. Saat melakukan penyebaran kuesioner pertama kali untuk menguji validitas dan uji reliabilitas, sebaiknya menggunakan responden yang sudah memiliki NPWP atau yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Karena sudah pernah membayar pajak dan mengerti bagaimana pelayanan dari aparat pajak (Fiskus).

Implikasi
Dengan banyaknya responden yang merasa tidak memperoleh pengetahuan perpajakannya dari pemerintah setempat, maka pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat terjalin komunikasi aktif untuk menyadarkan masyarakatnya. Untuk memaksimalkan pelayanan dalam membayar pajak, maka fiskus Kabupaten Gunungkidul harus memberikan penyuluhan rutin dan pelatihan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjalin hubungan yang baik antara aparat pajak (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga memudahkan pemungutan.Perlu diadakannya sosialisasi atau pelatihan khusus yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat yang tidak bisa baca tulis atau yang memiliki pendidikan rendah padahal sudah lama menjalankan usahanya dan sudah memperoleh penghasilan dari hasil usaha yang mereka jalankan sehingga sudah masuk kategori sebagai wajib pajak walaupun belum mendaftarkan diri ke KPP Wonosari. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga bisa memberikan penghargaan atau reward kepada wajib pajak yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara tertib. Pemberian penghargaan atau reward harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.  

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih menggunakan hardcopy karena penyebarannya adalah masyarakat disemua kalangan. Apabila menggunakan google docs, peneliti sulit untuk mengirim ketiap-tiap responden. Dengan demikian, ada beberapa data kuesioner yang hilang dan tidak kembali ke tangan peneliti. Dalam penelitian ini, adalah 167 data kuesioner yang tidak kembali. Pada saat disebar, sistem yang dilakukan oleh peneliti adalah menyebar ke 350 pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul lalu mengambil data kuesioner tersebut beberapa hari setelah penyebaran dilakukan. Adapun alasan mengapa data kuesioner tidak kembali ke tangan peneliti adalah karena :

Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang memiliki usaha dagang sibuk melayani pelanggan. Sehingga ketika kuesioner diambil, lembar kuesioner dalam keadaan kosong atau tidak diisi, pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menolak langsung untuk mengisi lembar kuesioner dikarenakan tidak mengerti apapun yang berkaitan dengan pajak, takut salah mengisi bahkan tidak berani mengambil risiko, lembar kuesioner yang disebar kepada responden yang usia nya diatas 50 keatas, sebagian banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, lembar kuesioner yang disebar ke beberapa showroom yang ternyata adalah cabang dari usaha yang ada diluar Kabupaten Gunungkidul. Sehingga karyawan yang bekerja disana, menyarankan untuk memberikan ke pusat. Dan daerah pusat nya terletak diluar dari populasi dalam penelitian ini. Banyak juga yang menolak untuk mengisi karena hanya bekerja sebagai karyawan dan owner sedang tidak ditempat, dan data kuesioner juga banyak yang hilang dan tidak kembali tanpa alasan. Peneliti tidak bisa mengontrol saat penyebaran lembar kuesioner karena keterbatasan waktu dan tidak adanya keterbukaan atas jawaban responden.
Penyebaran Kuesioner ini juga dilakukan dengan dokumentasi. Sehingga tidak ada manipulasi data dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemungkinan masih ada beberapa variabel yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM. 
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